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Penyelamatan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menimbulkan
konsekuensi hukum pengambilalihan kepemilikan Bank Century oleh LPS sebagaimana diatur Pasal 40
huruf ajo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(UU LPS), masih menyisakan berbagai permasalahan baik dari aspek politik maupun hukum. Dari aspek
politik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggunakan hak angket untuk melakukan
penyelidikan terkait proses penyelamatan Bank Century yang menyimpulkan bahwa telah terjadi
penyalahgunaan oleh berbagai otoritas yang terkait dengan proses penanganan Bank Century. Dari aspek
hukum, proses penyelamatan Bank Century telah dipersoalkan oleh mantan pemegang saham Bank Century
melalui forum arbitrase pada International Centre for Settlement of Investment Disputes sebagai perbuatan
melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia mengenai
expropriation sebagaimana diatur dalam Bilateral Investment Treaty antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Kergjaan Inggris.

Bahwa penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pelaksanaan
Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Pelaksanaan JPSK, dengan resolusi bank sebagai salah satu pilarnya, merupakan instrumen penting dalam
menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif JPSK, penyelamatan Bank Century merupakan bentuk
pel aksanaan tugas resolusi bank yang dimandatkan oleh UU LPS, yaitu sebagai bentuk intervens otoritas
publik dalam mengatasi dampak sistemik yang disebabkan oleh permasalahan suatu bank guna
meminimalisir dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan dan
perekonomian secara keseluruhan. Resolusi bank pada dasarnya merupakan mekanisme extrajudicial yang
khusus diberlakukan bagi penanganan bank bermasalah dengan pertimbangan untuk menjaga dan
memelihara kepercayaan masyarakat penyimpan dana terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.
Mengingat karakteristik pelaksanaan tugas resolusi bank maka penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak
dapat dipersamakan dengan tindakan nasionalisas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun sebagai tindakan expropriation sebagaimana dimaksud
dalam Bilateral Investment Treaty. Pemahaman akan pel aksanaan tugas resolusi bank menjadi penting
artinya dalam memperkuat justifikasi dari aspek hukum terhadap tindakan penyelamatan terhadap Bank
Century yang dilakukan oleh LPS.

...... The bailout of PT Bank Century Tbk by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) which have
caused the legal consequence of the ownership takeover of Bank Century by IDIC as regulated under Article
40 letter (@) jo. Article 41 paragraph (1) of the Law Number 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit
Insurance Corporation (IDIC Law), still leaves numerous matters on both legal and political aspects. From
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the political aspect, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) has used its right
of inquiry to conduct an investigation on the Bank Century bailout process which concluded that there has
been an abuse by authorities related to the Bank Century management process. From the legal aspect, the
Bank Century bailout process has been questioned by Bank Century’s former shareholders through
arbitration in the International Centre for Settlement Investment Disputes as atort which is contrary to the
obligation of the Government of the Republic of Indonesia regarding expropriation as stated in the Bilateral
Investment Treaty between the Government of the Republic Indonesia and the English Royal Government.
The bailout of Bank Century by the IDIC can not be separated from the legal framework of the
implementation of Financial System Safety Net (JPSK) intended to safeguard the financial system stability.
The implementation of JPSK, with bank resolution as one of its pillars, is an important instrument in
safeguarding the financial system stability. Under the perspective of JPSK, the bailout of Bank Century by
IDIC through Temporary Capital Participation isaform of performance of bank resolution tasks mandated
inthe IDIC Law, asaform of public authority intervention in managing a systemic impact caused by
problems of a bank to minimize the damage that may arise to the stability of the financial system and the
economy comprehensively. In principle, bank resolution is an extra judicial mechanism specifically applied
for the management of troubled banks in considerations to preserve and maintain the trust of depositing
customers to the banking system comprehensively. Considering the characteristics of the implementation of
bank resolution task, the bailout of Bank Century by the IDIC can not be equated with act of nationalization
or expropriation of property rights referred to in the Law Number 25 of 2007 regarding Capital Investment
nor as an act of expropriation asintended in the Bilateral Investment Treaty. The understanding of the
implementation of bank resolution tasks become important in strengthening the justification of the legal
aspects on the actions of the Bank Century bailout conducted by the IDIC.



